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ABSTRACT 
 
 
 Political corruption is widely omnipresent in Indonesia. Some, who are in control in 
government and political institutions, abuse its power in order to maximize their  self-interest in 
terms of wealth, power, influence, and social status. Tragically, rampant political corruption in 
Indonesia is becoming widespread from central to local level. This paper argues that the spread 
of political corruption relates to the political context in Indonesia. The significant reduction of 
state actions in pursuing public interest namely social justice, welfare society, and national 
prosperity significantly reduce public trust to the state. The absent state, then, facilitates the raise 
of political alienation among people. Political corruption, consequently, is conducted in order to 
protect self-interest of people in the era of absent state.   
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 Rayap-rayap yang ganas merayap/ 
Berjas dasi dalam kantor/ 
makan minum darah rakyat (Mogi Darusman: 1978) 
 
 
PENDAHULUAN 
 Korupsi ada di mana-mana.!!! Kalimat ini hampir selalu ditemukan dalam obrolan serius 
maupun santai ketika melihat fenomena korupsi di Indonesia yang semakin merajalela. Seolah 
menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbendung, korupsi  semakin ”diterima” kehadirannya 
tepat pada saat masyarakat tidak perlu merasa aneh akan kehadiran dan eksistensinya. 
   Berbagai penjelasan mencoba menganalisa fenomena korupsi. Sebagian besar cenderung 
menjelaskan korupsi pada sisi aktor (kehendak, pilihan rasional, pilihan akhir, ataupun 
kesempatan). Beberapa yang lain mencoba memahami korupsi dengan menjelaskan pengaruh 
sistem yang memberikan kesempatan bagi suburnya praktik korupsi. Namun demikian, tidak 
banyak yang mencoba memahami korupsi sebagai sebuah ekspresi taktis dari individu/kelompok 
yang sedang mengalami alienasi secara politik. Tulisan ini akan membahas korupsi politik 
dengan menghubungkan korupsi dengan proses alienasi politik yang sedang terjadi di Indonesia. 
 
KORUPSI 
 Korupsi lebih sering dipahami sebagai karakter menyimpang yang dimiliki oleh individu 
tertentu. World Bank, sebagai contoh, mendefinisikan korupsi sebagai ”the abuse of public office 
for private gain (WB; 2002). Definisi dalam konteks ini lebih menempatkan factor 
 
internal individu sebagai penyebab utama terjadinya korupsi. Implikasinya, fokus 
penyelesaian persoalan terletak pada bagaimana ’menyadarkan’ individu yang melakukan 
penyimpangan perilaku untuk tidak lagi melakukan korupsi. 
 
Pendefinisian korupsi yang sangat sederhana di atas selanjutnya memicu pendefinisian 
dengan cara yang berbeda. Salah satu pendefinisian tentang korupsi dikaitkan dengan persoalan 
value yang melekat pada sebuah masyarakat. Korupsi, bersama-sama dengan keterbelakangan, 
kemiskinan, primitif, dipandang sebagai karakter negatif yang ada pada masyarakat di luar 
masyarakat modern/Barat (Banfield 1958 dalam  Haller & Shore 2005). 
 
Menjelaskan peristiwa korupsi dengan mengkaitkan terhadap struktur masyarakat 
merupakan suatu pendekatan yang lebih maju dibandingkan pendekatan yang hanya melihat 
pada sisi aktor. Namun demikian, mengkaitkan antara perilaku korupsi dengan karakter 
masyarakat bukan-Barat justru menjauhkan diri dari pokok masalah. Relativisme nilai pada suatu 
masyarakat yang cenderung menempatkan satu masyarakat superior atas masyarakat lain justru 
menutup kesempatan untuk menemukan penjelas utama dari hadir dan merajalelanya perilaku 
korupsi. 
 
Tulisan ini tidak akan mengikuti dua pendefinisian di atas. Korupsi akan lebih dilihat 
sebagai sebuah ekspresi individu dalam melihat dan merespon perilaku negara. Mengikuti alur 
logika Haller dan Shore (2005) yang menyatakan bahwa korupsi  adalah  ”a form of exchange, a 
polysemous and multi-stranded relation and part of the way in which individual connects with 
the state.  
 
POLITICAL CORRUPTION  
     Istilah korupsi politik mengundang perdebatan dalam pendefinisian. Hal ini 
dikarenakan susah sekali mencari kesamaan pandangan terhadap pendefinisian tentang korupsi 
politik, Meski demikian, definisi yang ditawarkan oleh Heidenheimer menjadi rujukan umum 
akademisi yang melakukan penelitian tentang korupsi politik.  
 
Heidenheimer (1970) mengkonsepsikan korupsi politik dalam tiga ranah, yakni public 
office-centered, public interest-centered, dan market definitions. Dalam definisinya, 
Heidenheimer menyatakan bahwa korupsi politik merupakan sebuah tindakan di luar legalitas 
oleh otoritas pemangku kekuasan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan yang 
dipegangnya (public office interest) yang mengakibatkan tereduksinya kepentingan publik 
(public interest-centered) dan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi (market 
definitions). Definisi dari Heidenheimer tersebut menjelaskan bahwa sesuatu dikatakan sebagai 
korupsi politik ketika tiga aspek telah terpenuhi: (1) tindakan penyalahgunaan kekuasan, (2) 
keuntungan pribadi dari pelaku, (3) dirugikannya masyarakat dan kepentingan bersama. 
 
Menariknya, tidak semua aktor kekuasaan melakukan korupsi politik. Fakta ini 
memunculkan pertanyaan tentang situasi khusus apa yang memunculkan keinginan atau 
kebutuhan dari beberapa individu dalam kekuasaan untuk melakukan korupsi? Pada titik ini 
penjelasan atas jawaban pertanyaan di atas cukup beragam. Paper ini akan menggunakan logika 
berpikir yang dikemukakan oleh beberapa kalangan, seperti Mark Philp (1997) dan Toini 
Losvseth (2001) yang menyatakan bahwa tindakan korupsi politik memiliki korelasi atas kondisi 
politik dan sistem politik yang sedang berjalan. 
 
manifestasi dari terjadinya penurunan yang sangat drastis kemampuan negara untuk 
mengawal pencapaian kepentingan umum. Persepsi atas ketidakmampuan negara menjadikan 
individu, termasuk individu yang ada di dalam institusi kekuasaan, memutuskan untuk 
melakukan tindakan untuk memproteksi dan mengamankan kepentingannya. 
 
Keterkaitan antara tindakan korupsi politik dengan performance negara juga dilihat oleh 
Toini Losvseth (2001). Dalam pandangan Toini Losvseth, tindakan dan performa yang dilakukan 
oleh negara menajamkan hubungan antara negara dan masyarakat. Ketidakmampuan negara 
untuk memastikan terpenuhinya kepentingan publik memberikan signal negatif yang ditangkap 
oleh individu (di dalam maupun di luar kekuasaan) untuk mencari instrument lain yang lebih 
mampu untuk memastikan keberlangsungan eksistensi dari individu yang bersangkutan. Dengan 
kalimat lain, Toini Losvseth mengatakan bahwa korupsi politik merupakan salah satu wujud dari 
ekspresi individu yang terancam eksistensinya akibat dari hilangnya kepercayaan terhadap 
kapasitas negara sebagai penjamin eksistensi individu. 
 
Toini Losvseth menjelaskan korupsi politik dengan menggunakan pendekatan cultural-
institutional, dimana dijelaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu terkait 
dengan ketidakpercayaan atas institusi formal (negara) dalam menjamin pencapaian well-being 
(kebahagiaan) dari individu. Ketidakpercayaan atas kapasitas institusi formal semakin diperparah 
dengan ketidakmampuan individu yang didesain oleh sistem, untuk mengubah atau 
mempengaruhi negara agar menjalankan fungsi idealnya. Ketidakmampuan negara memenuhi 
keinginan masyarakat pada satu sisi ditambah dengan ketidakmampuan individu mempengaruhi 
performa negara pada akhirnya menciptakan proses alienasi politik. Korupsi, selanjutnya 
menjadi mekanisme keluar dari situasi alienasi politik untuk memastikan bahwa kebahagiaan 
(well-being) dari individu yang bersangkutan terpenuhi. 
 
KORUPSI POLITIK DI INDONESIA: MENYEBAR DAN MELUAS  
Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik bukan barang baru di Indonesia. Korupsi 
pejabat publik telah merajalela di era Orde Baru. Penguasa Orde Baru saat itu, Soeharto, 
diindikasikan telah melakukan korupsi sebesar US$ 15-35 billion (Time Asia 1999, Inter Press 
2003 dalam Robin Hodes 2004). Patut diduga, praktik korupsi juga dilaksanakan oleh pejabat 
publik di level pusat dan daerah selama era Orde Baru.   
 
Era reformasi tidak memutus praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Yang 
terjadi justru terjadi persebaran secara horizontal dan vertical atas praktik korupsi di tingkat 
pejabat publik. Jika di era Orde Baru, figur koruptor dari pejabat publik cenderung mengerucut 
pada sosok Penguasa Orde Baru, di era reformasi figur koruptor menyebar dari pejabat negara di 
tingkat pemerintah pusat dan anggota dewan pusat hingga ke pemerintah dan anggota dewan 
daerah.  
 
Di tingkat lembaga legislatif pusat, nama-nama anggota DPR dari berbagai Partai seperti: 
Al Amin Nasution (PPP), Hamka Yandu (Golkar), Sarjan Tahir (Partai Demokrat), Anthony 
Zeidra Abidin (Golkar), Bulyan Rohyan (Partai Bintang Reformasi), Panda Nababan (PDI-P), 
Max Moein (PDI-P), H. Ahmad Dimyati Natakusumah (PPP), As’ad Syam (Demokrat), Dudie 
Makmum Murod (PDI-P), dan menjadi figur baru yang diindikasikan melakukan praktik korupsi. 
Persebaran asal partai dari anggota dewan pusat yang didakwa melakukan tindakan korupsi 
menunjukkan tingkat persebaran yang semakin massif pelaku tindak korupsi anggota dewan. 
Fenomena korupsi anggota dewan hingga saat ini diragukan untuk mengecil. 
 
 Ditingkat pejabat negara pusat di departemen dan kementrian, korupsi juga semakin 
marak. Nama-nama seperti Bahasyim Assifie (Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan 
Penyidikan Pajak Jakarta), Aulia Pohan (Mantan Deputi Gubernur BI), Oentarto Sindung 
Mawardi (Mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri), Eddie Widiono (mantan Dirut PLN), Said 
Agil Husain Al Munawar (Mantan Menteri Agama)  merupakan sebagian nama dari para pejabat 
pemerintah pusat yang terkena dakwaan kasus korupsi.  
 
Tragisnya, korupsi semakin menyebar dan merajalela hingga level daerah. Catatan dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa hingga awal tahun 2011, 
sebanyak 17 Gubernur dan 158 Bupati & Walikota terjerat dengan permasalahan korupsi selama 
menjabat. Menurut penasehat KPK, Abdullah Hehamanua, kerugian negara akibat dari tindakan 
korupsi oleh Gubernur, bupati, dan Walikota mencapai 35 % dari total dana yang dikelola oleh 
daerah (Media Indonesia: 2011).  Temuan ICW pada tahun 2006, nilai kerugian negara atas 
terjadinya korupsi sebesar 10,9 trilyun rupiah (DetikNews, Juli 2006). 
 
Selain dari birokrasi daerah, korupsi yang dilaksanakan oleh anggota dewan daerah juga 
menunjukkan fakta yang sangat memiriskan. Di beberapa daerah, korupsi dilaksanakan oleh 
kelompok anggota dewan. Di Kota Depok, 17 anggota DPRD kota Depok didakwa telah 
melakukan korupsi (Suara Karya: 2006). Kejadian tersebut juga terjadi di Kota Cirebon, dimana 
13 anggota DPRD kota Cirebon diindikasikan telah melakukan korupsi yang merugikan negara 
hingga 4,9 trilyun rupiah (Kompas.com, 8 Juni 2010). Di daerah lain, seperti di Sumatera Barat, 
Nusa Tenggara Timur, Bontang, Kota Malang, Kutai Kartanegara, Madiun, DKI Jakarta tidak 
luput dari kejadian korupsi anggota dewan. Temuan ICW menunjukkan bahwa korupsi anggota 
dewan menunjukkan trend menaik, jika di tahun 2004 terdapat 48 kasus anggota dewan, pada 
tahun 2005 terdapat 49 kasus dan pada tahun 2006 terdapat 69 Kasus (Kompas, Januari 2007 
dalam Taufik RInaldi, Marini Purnomo, Dewi Damayanti 2007). 
 
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa korupsi seolah telah menjadi ”budaya baru” dari 
para pejabat negara dari tingkat pusat hingga daerah. Fakta tersebut dikuatkan oleh hasil evaluasi 
dari KPK, sebagaimana disampaikan oleh Bibid Samad Riyanto (Wakil Ketua KPK), yang 
menunjukkan bahwa tiga institusi negara yakni DPR, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah 
merupakan sumber utama dari praktik korupsi di Indonesia (Primair online: 2010).  
 
Persebaran korupsi menjadi fakta yang sudah tidak terbantahkan. Pertanyaannya adalah 
variabel utama apa yang menjadikan korupsi oleh pejabat publik justru semakin merajalela. 
Tulisan di bawah ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan model 
pendekatan budaya-institusional yang diperkenalkan oleh Mark Philp (1997) dan Toini Losvseth 
(2001).  
 
MEMAHAMI AKAR PENYEBAB KORUPSI POLITIK 
Dalam mengurai akar penyebab korupsi politik, kecenderungan yang dipergunakan untuk 
menjelaskan adalah pada ketidakseimbangan antara besarnya kewenangan pejabat publik 
diperbandingkan dengan kecilnya kapasitas kontrol dan penghukuman dari masyarakat (Deny 
J.A 2002). Pemahaman atas akar penyebab dalam kerangka pikir di atas, menjadikan solusi 
terhadap penyelesaian korupsi politik adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk membangun 
kekuatan kontrol, pengawasan dan penghukuman terhadap praktik korupsi pejabat publik. 
 
 Tidak bisa dipungkiri, korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia 
berorientasikan pada akumulasi kekayaan, kekuasaan, pengaruh dan bahkan untuk peningkatan 
status sosial. Orientasi kepada pemenuhan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik sangat 
kental terlihat. Momentum menjadi pejabat publik yang sangat dekat dengan sumber dana dan 
sekaligus sebagai penentu kebijakan distribusi sumber dana, dimanfaatkan secara optimal dalam 
rangka melakukan akumulasi kekayaan, kekuasaan, pengaruh maupun status sosial. Konteks ini 
selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Rajaratnan (1970) tentang kehadiran korupsi sebagai 
mekanisme dan alat untuk pencapaian tujuan individu dari masyarakat.  
 
Penggunaan korupsi sebagai mechanism dan alat untuk pencapaian tujuan individu 
menjadi dasar untuk memahami merebaknya korupsi politik di Indonesia. Dalam fenomena 
korupsi politik di Indonesia, cukup jelas terlihat bahwa pejabat-pejabat publik yang sedang 
berkuasa memposisikan diri berada ’di luar’ negara tepat pada saat mereka sedang berada ’di 
dalam’ negara. Sumber-sumber keuangan negara dilihat sebagai ’bukan milik-nya’ sehingga 
menjadi tidak persoalan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya dikarena tidak merasa 
ada sesuatu yang berkurang dari miliknya.  Dengan kalimat lain, pejabat negara yang melakukan 
tindak korupsi berada pada situasi dimana mereka tidak memiliki perasaan memiliki atas negara.  
 
Perasaan tidak memiliki atas negara dari pejabat negara menjadi satu penjelasan penting 
yang dikedepankan dalam tulisan ini. Namun demikian, akar penjelas dari hadirnya perasaan 
’tidak memiliki’ negara justru yang lebih penting untuk ditemukan, jika kita menginginkan 
penemuan solusi mengurangi dan menghilangkan korupsi politik di Indonesia. Mengikuti 
pemikiran Perez-Diaz (1990), ketidakmampuan negara untuk menunjukkan kemampuan 
memberikan ’jaminan’ atas keamanan, kesejahteraan, kohesi sosial dan identitas kolektif bagi 
warga negaranya menjadi salah satu faktor determinan dari hadirnya perasaan ’jauh dari negara’ 
(dalam Toini  Losvseth 2001). Keterkaitan antara praktik korupsi dengan setting sosial-politik 
sebuah negara selaras dengan pemikiran Rose-Ackerman (1999) yang menyatakan bahwa 
korupsi merupakan persoalan politik ekonomi (dalam Stephen Djamba-Mesah 2007). 
 
Perasaan ’jauh dari negara’ merupakan wujud dari terjadinya political alienation (alienasi 
politik) di masyarakat Indonesia. Hadirnya alienasi politik, menurut Toini Losvseth (2001) 
merupakan ’ekspresi resistensi’ terhadap merosotnya legitimasi negara sebagai penjamin 
kepentingan bersama. Tiadanya jaminan berfungsinya negara sebagai penjamin kepentingan 
bersama, menjadi sinyal bagi individu yang berada di negara tersebut untuk bereaksi secara 
individu ’mengamankan’ kepentingan yang sudah tidak bisa dijamin oleh negara. Korupsi 
politik, dengan mengikuti logika Toini Losvseth (2001), menjadi wujud dari ekspresi individu 
yang tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk bertindak secara bersama untuk 
kepentingan negara. Dengan demikian, kegagalan negara dalam memberikan kepercayaan 
kepada publik terhadap kemampuannya menjamin tercapainya kepentingan negara menjadi 
pemicu dari merebaknya korupsi politik.  
 
 
SIMPULAN 
Kehadiran dan merajalela-nya korupsi politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 
konteks situasi yang terbangun di Indonesia. Korupsi politik memiliki keterkaitan sangat dalam 
dengan pembangunan kehidupan sosial politik di Indonesia. Proses penyelenggaraan 
pemerintahan yang semakin jauh dari fungsi idealnya sebagai penjamin terwujudnya keadilan 
sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran masyarakat memicu hadirnya individu-individu 
yang mendasarkan seluruh tindakannya pada orientasi kepentingan pribadi semata, Korupsi 
politik menjadi salah satu pilihan atas ketidakpercayaan terhadap kapasitas negara. 
 
 Pada akhirnya, menghilangkan korupsi politik di Indonesia tidak semata-mata hanya 
dilakukan dengan memfokuskan pada sisi pelaku, namun demikian yang justru lebih penting 
adalah memfokuskan pada upaya untuk mengubah konteks dimana korupsi politik menemukan 
lahan yang subur untuk berkembang. Mengembalikan negara untuk berfungsi ideal sebagai 
penjamin hadirnya keadilan sosial, kesejahteran umum, dan kesejahteraan masyarakat menjadi 
sebuah kebutuhan penting yang harus dilakukan. Setiap pihak yang menginginkan berakhirnya 
fenomena korupsi politik di Indonesia perlu untuk merapatkan barisan melawan proses 
tercerabutnya negara dari fungsi idealnya. Ketiadaan proses mengembalikan negara pada fungsi 
ideal sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat, kemakmuran umum dan keadilan sosial, pada 
akhirnya hanya menjustifikasi keberlangsungan dari merajalelanya korupsi politik. 
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